



BAB I PENDAHULUAN


A. Aspek Strategis Bappeda Provinsi NTB

Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena dengan skema dan alur perencanaan yang benar pembangunan daerah pada tiap jenjang dapat dievaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam suatu lingkungan wilayah/daerah pada jangka waktu tertentu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2013-2018, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB berupaya menerapkan sistem perencanaan yang baik dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel serta mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses menyusun perencanaan tentunya Bappeda terlebih dahulu mengkaji indikator – indikator perkembangan didaerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan indikator lainnya.
Dalam melaksanakan tupoksinya, Bappeda melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penyelenggaraan peran dan fungsi Bappeda Provinsi NTB berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut, dijabarkan bahwa peran Bappeda antara lain :
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
d. Mengoptimalkan partispasi masyarakat.
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Karena itu sistem perencanaan pembangunan daerah yang diterapkan di Provinsi NTB dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk memudahkan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda didukung dengan adanya peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Untuk melaksanakan tugas dibidang perencanaan pembangunan, Bappeda didukung oleh 113 pegawai negeri sipil, 9 orang pegawai tidak tetap (PTT), 27 orang tenaga kontrak dan 11 orang pejabat fungsional perencana dan 1 orang pejabat fungional arsiparis dengan tingkat pendidikan yang beragam. Untuk meningkatkan kualitas SDM di Bappeda Provinsi NTB satu orang pegawai saat ini sedang menempuh pendidikan Doktoral di Selandia Baru dan 6 orang mengambil program Master baik di dalam maupun di luar negeri seluruhnya melalui program beasiswa. Dari segi kualitas, Bappeda memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.	
B. Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi
Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi NTB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB. Secara administratif Bappeda berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan bertanggungjawab kepada Gubernur NTB melalui Sekretaris Daerah.
Tugas pokok Bappeda Provinsi NTB adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan, pembangunan dengan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan;
e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan rincian tugas dan fungsi Bappeda Provinsi NTB dijabarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :
1. Kepala Bappeda
Kepala Bappeda Provinsi NTB mempunyai tugas memimpin,  mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dibidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi:
a. Penyelenggaraan pembinaan yang bersifat operasional;
b. Pengarahan dan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Bappeda Provinsi;
c. Penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang;
e. Penetapan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perizinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan, pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan personil, pembiayaan sarana dan prasarana Badan pada unit kerjanya;
h. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiatan Bappeda.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menjalankan fungsi:
a. Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi; 
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan.
Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda. Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut:
a. Subbagian Program dan Pelaporan
Tugas pokok Subbagian Program dan Pelaporan adalah menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan. Rincian tugas Subbagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
· Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program, dan pelaporan;
· Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
· Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
· Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah:
· Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
· Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
· Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan;
· Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
· Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
· Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan di lingkungan Bappeda. Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu :
· Melaksanakan urusan ketatausahaan;
· Melaksanakan urusan kepegawaian;
· Melaksanakan urusan perlengkapan; 
· Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
· Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan, serta kelautan dan perikanan. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan;
b. Koordinasi perencanaan pembangunan, pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah – langkah pemecahan permasalahan;
d. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi :

a. Subbidang Pertanian dan Kelautan
Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Subbidang Pertanian dan Kelautan yaitu:
· Menyusun rencana/program kerja pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan;
· Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
· Monitoring dan evaluasi dibidang pertanian dan kelautan;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Subbidang Industri dan Keuangan
Subbidang Industri dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha, serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Subbidang Industri dan Keuangan terdiri dari:
· Menyusun rencana/program kerja pembangunan industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha;
· Koordinasi perencanaan pembangunan industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha yang disusun oleh SKPDyang berada dalam wilayah Provinsi;
· Monitoring dan evaluasi di bidang industri dan keuangan;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana
Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumber daya alam dan   lingkungan hidup, kehutanan, serta kebudayaan dan pariwisata. Bidang Perencanaan   Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana dipimpin oleh Kepala  Bidang. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kehutanan, serta kebudayaan dan pariwisata;
b. Koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, yang disusun oleh SKPD satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi;
c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
d. Koordinasi perencanaan tata ruang dan wilayah;
e. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program nasional.

Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana membawahi 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana. Rincian tugas masing-masing subbidang adalah sebagai berikut:
a. Subbidang Prasarana Wilayah
Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas lain. Rincian tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah meliputi :
· Menyusun rencana/program kerja;
· Monitoring dan evaluasi di bidang Prasarana Wilayah;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam 
Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang dan sumber daya alam serta tugas-tugas lain. Rincian tugas Subbidang Tata Ruang dan Sumberdaya Alam  adalah  sebagai berikut :
· Menyusun rencana/program kerja;
· Monitoring dan evaluasi dibidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.
Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial menyelenggarakan fungsi:
1. Perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
1. Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten/kota serta yang berada dalam wilayah Provinsi;
1. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
1. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan pembangunan sosial yang meliputi bidang perlindungan masyarakat, sosial, kesehatan dan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan olahraga, diklat;
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:
9. Subbidang Pemerintahan
Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pemerintahan dan program ketertiban, pengawasan serta tugas – tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan yaitu:
· Menyusun rencana/program kerja;
· Monitoring dan evaluasi dibidang Pemerintahan;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Subbidang Kesejahteraan Rakyat
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan dan olahraga, kesejahteraan sosial dan tugas - tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
· Menyusun rencana/program kerja;
· Monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan, penyusunan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi dan statistik serta dokumentasi hasil-hasil pembangunan daerah. Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.
Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
b. Penyusunan rencana kerjasama pembangunan lintas Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya;
c. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi pusat data pembangunan Provinsi guna menunjang pelaksanaan pembangunan selanjutnya;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:
a. Subbidang Pengembangan Perencanaan
Subbidang Pengembangan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan tahun pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Perencanaan adalah sebagai  berikut:
· Menyusun rencana/program kerja;
· Monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan perencanaan;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan 
Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka monitoring dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan terdiri dari:
· Menyusun rencana/program kerja;
· Monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan perencanaan;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Bidang Statistik
Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaporan, pengumpulan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi, pengelolaan pusat data pembangunan Provinsi serta dokumentasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :
a. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
b. Penyusunan rencana kerja pembangunan lintas provinsi dan kabupaten/kota;
c. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data menjadi informasi, pengelolaan pusat data pembangunan Provinsi guna menunjang perencanaan pembangunan selanjutnya;
d. Pengumpulan, penyusunan dokumentasi dan peragaan data statistik hasil pembangunan.

Bidang Statistik terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:
a. Subbidang Pendataan
Subbidang Pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data statistik serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pendataan meliputi:
· Menyusun rencana/program kerja;
· Monitoring dan evaluasi dibidang Pendataan;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Subbidang Pelayanan Informasi
Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data statistik menjadi bahan informasi, pengelolaan pusat data provinsi dengan memanfaatkan teknologi informatika guna mendukung perencanaan selanjutnya serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi terdiri dari:
· Menyusun rencana/program kerja;
· Monitoring dan evaluasi dibidang Pelayanan Informasi;
· Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
· Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
C. Isu Strategis Bappeda Provinsi NTB
Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah menemui kendala yang tidak sedikit, kendala dan permasalahan tersebut dirangkum dan dirumuskan menjadi isu strategis yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB 2013 – 2018. Diharapkan dalam jangka waktu lima tahun, isu – isu strategis ini dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda. Isu strategis tersebut, antara lain :
· Kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur belum optimal
· Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat
· Dayaguna hasil guna monitoring dan evaluasi pembangunan untuk perencanaan
· Kualitas dokumen rencana pembangunan daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah
· Keselarasan perencanaan pembangunan daerah 
· Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
· Sinergi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan
· Rencana pembangunan berbasis tata ruang
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